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NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
~ TANGGAL 4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2008
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 518/KM.1/2008 tanggal 4 Agustus 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
- Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang,
hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajek Pertambahan
Nilzi Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh
berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang
ruptah; ]
h. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal

4 Agustus 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 7 'I“ahun 1983 (BN No. 3995 hal. 18-318
dst. }tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN
RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127 TLN RI No.
3985) (BN No. 6506 hal. 1B-78 dst.},

2. -Undang-Undang No, 8 Tahun 1983 (BN No. 3996 hal. 18-138)
tentang Pajak Pertambahan Nilal’ Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51; TLN RI
No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI-Tahun 2000 No. 128, TLN RE
-No. 3986) (BN No. 6510 hal, 1B-12B), .

3. Undang-undang No. 10 Tehun 1995 (BN No. 5806 hal, 5B-
188) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1955 No. 75, TEN RI
No. 3612) sebagaimana {elah diubah terakhir dengan Undang—
undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI

: No. 4661);

"4, Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (BN No.
5807 hal. 7B-17B) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomar
3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No.'39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI
No. 4755);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (BN No. 6801 hal.

- 5B-12B) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 20/P Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (BN No.
7128 hal. 11B)tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat
Esefon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas

; Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau
Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI
DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAT BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK
EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERIAKU UNTUK TANGGAL
4 AGUSTUS 2008 SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2008.
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. Pasal 1 :

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk

tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 10 Agustus 2008, ditetapkan
sebagai berikut:

1. Rp 9.110,60 Untukdolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. Rp B.624,09 *  dolar Australia (AUD} 1,-
3. Rp 8.899,50 * dolar Canada (CAD) 1,-
4. Rp -1.906,37 * kroner Denmark (DKK) 1,-
5. Rp 1.167,77 *  dolar Hongkong (HKD}) 1,-
6. Rp 2.793,43 *  ringgit Malaysia (MYR) 1,-
7. Rp 6.706,31 *  dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
8. Rp 1.769,34 " kroner Norwegia (NOK} 1,-
§, Rpl8.073,61 " poundsterling Inggris {GBP) 1,-
10. Rp 6.663,30 *  dolar Singapura (5GD} 1,-
11. Rp 1.505,22 " kroner Swedia (SEK) i,-
12. Rp 8.716,28  “ franc Swiss (CHF) 1,-
13. Rp B.443,87 ' vyen Jepang (JPY) 100,
14. Rp 1.419,10 * kyat Burma (BUK} 1,-
15. Rp 214,22 " rupee India (INR) 1,-
16. Rp34.277,44 " dinar Kuwait {(KWD}) 1,-
17. Rp 127,28 * rupee Pakistan (PKR) 1,-
18. Rp 206,22 " peso Philipina (PHP) 1,-
1%: Rp 2.429,36 “ riyal Saudi Arabia (SAR) 1,-
20. Rp 84,71 *  rupee Sri Lanka (LKR) 1,-
21, Rp 271,97 * bahtThailand (THB) 1,-
22. Rp 6.670,43 * dolar Brunei Darussalam (BND)  1,-
23.'Rp14.224,20 " EUROQ (EUR) 1,-
24. Rp 1.333,50 ®  yuan China (CNY} 1,-
25 9,01 *  won Korea (KRW) i,-

. Rp

- Pasal 2
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum -dalam
Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan-adalah .
kurs spet harian valuia asing yang bersangkutan di pasar internasional
terhadap delar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja
sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

i Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai betlaku pada tanggal
4 Agustus 2008,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus Juli 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULIA P. NASUTION T
NIP. 060046519
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PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
(Perat_uran Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menlmbang
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan
penerapan sistern -akuntansi Badan Layanan Umum yang
mengacu pada standar akuntansi yang berlaku
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 fentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai
~ pedoman akuntan5| dan pelaporan keuangan Badan
Layvanat Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
- dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum; -

Menglngat
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (BN No. 6913
hal. 16B-208B dst) tentang Keuangan Negara (LN RI
Tahun 2003 Noror 47, TLN RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (BN No. 7031
hal. 13B-148 dst) tentang Perbendaharaan Negara (LN
RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahuni 2004 (BN No. 7120
hal. 1B-6B) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004
No. 66, TLN RI Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (BN No.
7249 hal. 3B-108)tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (LN RI Tahun 2005 Nomor 48, TLN RI
Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tghun 2005 (BN No.
7254 hal. 6B-7B) tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (LN RI Tahun 2005 Nomor 49, TLN Rl
Nomor 4503); ’

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN

RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.

7296 hal. 1B);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

(BN No. 7633 hal. 12B-208 dst) tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan :
.1 Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU,
~adalah instansi di I|ngkungan Pemerintah yang dlbentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
-penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
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2. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat
SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan
profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

3. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari’ proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan keuangan BLUL

4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

5. taporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
BLU berupa Lapcran Realisasi Anggaran/Laporan
Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/
defis it dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran yang masing-masing dtperbandmgkan dengan
anggarannya dalarn satu periode.

7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi ..

arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang
diklasifikasi kah berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas .
investasi, dan aktivitas pembiayaan.

8. Neraca adalah laporan yang menvyajikan informasi posisi
keuangan BLU yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

9. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang

menyajikan irformasi tentang penjelasan atau daftar tering:

atau analisis acas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca,

dan Laporan-Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang

memadai,

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar

vang ditetapkan dan disusun secara sistematis . untuk

memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi

keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/

subsistemn yang berbeda berdasarkan dokumen sumber
yang sama.

10.

11,

BAB II
- STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLU
Pasal 2

{1)BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan5| Indonesia sesuai
dengan jenis industrinya.

{2)Dalam hal tidak terdapat standar akuntan5| sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), BLU dapat mengembargkan
standar akuntansi industti yang spesifik dengan mengacu
pada pedoman akuntansi BLU sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkanr menterifpimpinan . lembaga setelah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
BAB I1I ..........



BAB III
SISTEM AKUNTANSI BLU
Bagian Kesatu
s Umum
] Pasal 3
Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan
dan dokumen pepdukungnya ‘dikelola secara tertib.

Pasal 4
Perlode akuntanst BLU meliputi masa 1 (satu) tahun,
mulai dari- tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

Pasal 5

(1) Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan
Keuangan pokok untuk keperluan akuntabllttas
manajemen, dan transparansi;

b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan
aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap;
dan

¢. sistem akuntansi biaya, yang menghasﬂkan informasi
biaya satuan (wnit cost) per unit layanan,
pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain
untuk kepentingan manaijerial.

(2)BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang
berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) dan
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Keuangan
Pasal 6 .
(1)Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling
sedikit menyajikan :

a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan

tepat waktu;
b. informasi tentang kemampuan BLU untuk mempercleh

sumber daya ekonomi berikut beban yang ter]ach selarna .

suatu periode;

¢. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana
selama suatu periode;

d. informas! tentang pelaksanaan anggaran secara akurat
dan tepat waktu; dan

e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

(2) Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan
Keuangan.sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri

~spesifik BLU.

(3) Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara
lain sebagai berikut :

a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan
BLU adalah basis akruat;

b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem
pembukuan berpasangan; dan

¢. sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada
prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang
sehat.

{(4)Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU
dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga,
BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang
menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
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Pasal 7

{1)BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi
keuangan sesuai dengan jenis layanan BLU dengan
mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

(2)Sistem akuntansi keuangan BLU sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi,
prosedur akuntansi, subsistern akuntansi, dan bagan akun
standar.

Bagian Ketiga
Sistemn Akuntansi Aset Tetap
Pasal 8
(1) Sistem akuntansi aset tetap BLU paling sedikit mampu
menghasilka:
a. informasi tentang jenis, kuantitas nilai, mutasi, dan
kondisi aset tetap milik BLU; dan
'b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan
kondisi aset tetap bukan miitk BLU namun berada dalam
pengelolaan BLU.
(2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat
menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Sistem Akuntansi Biaya
Pasal 9
(1)S|stem akuntansi biaya BLU paling sedikjt mampu
menghasilkan
a. infarmasi tentang harga pokok produksr
b. informasi tentang biaya satuan {unit cost) per unit
layanan; dan
¢. informasl tentang analisis varian (perbedaan antara biaya
standar dan biaya sesungguhnya).
(2)Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang
berguna dalam:
a. perencanaan dan pengendalian kegtatan operasional
BLU;
b. pengambllan keputusan oleh P|mp|nan BLU; dan
c. perhitungan tarif layanan BLU.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN BLU
Pasal 10
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan dan kegiatan pelayanannya BLU menyusun dan
menyajikan:
a. Laporan Keuangan; dan
b. Laporan Kinerja.
Pasal 11 - ‘

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a paling sedikit terdiri dari:

. a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan
" Operasional;

b. Neraca;

¢. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan
oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1). '

(3) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha d1sa]lkan
sebagai lampiran Laporan Keuangan BLU,

{4) Lembar




{4) Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah lembar laporan realisasi anggaran/
laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan
arus kas. : '

Pasal 12 - ‘

(1)BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja

~ dengan KPPN setiap triwulan. '

(2) Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada-ayat (1)
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13 o
(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a disampaikan secara berjenjang kepada menteri/

pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. °

Direktur jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semes-
ter, dan tahun.

(2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)} terditi dari laporan realisasi anggaranflaporan
operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
" keuangan, disertai laporan Kinerja. .

(3) Laporan Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana
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BAB VI
REVIU DAN AUDIT
Pasal 15

. (1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/ -

laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.

{4) penyampaian:Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut : ‘

a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah

. triwulan berakhir; : |

b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah
semester berakhir; dan ‘

¢. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun
berakhir.

(5)Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan

~ dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, penyampaian
Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari
kerja berikutnya.

BAB V C ‘
LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI
Pasal 14
(1)Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/

lembaga. - S

(2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan '

‘Laporan Keuangan, kementerian negara/lembaga, BLU
" menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP
setiap Semester dan_ tahun.

(3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat' (2)
terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan
Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan’Laporan
Keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi
industri spesifik. . :

(4)Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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11 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan
direviu oleh satuan pemeriksaan intern.

(2) Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu.
dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian
negaraflembaga. : '

(3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan. Laporan Keuangan BLU.

Pasal 16
Laporan Keuangan tahunan BLU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

‘ Pasal 17

(1) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling
lambat 2 (dua) tahun setelah BLU ditetapkan.

(2)BLU yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya
Peraturan Menteri Keuangan ini mengembangkan dan
menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada.ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi
terkait fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU.

" Pasal 18
Dalam hal BLU belum dapat mengembangkan dan

'menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun

tanggal ditetapkan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLU dapat menerapkan
sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat
{3).
BAB VIIT'
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. .

. Pasal 20 . .
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak

Agar setiap orang mengetahuinya, 'memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

‘Ditetapkan di Jakarta
“pada tanggal 23 Mei 2008
MENTER] KEUANGAN

C td. ‘
SRI MULYANI INDRAWATI

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)
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ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009 .
{Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008)

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: ) .

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, dan

“Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan keputusan

komisi pemilihan umum tentang organisasi dan tata kerja panitia

pemilihan fuar negeri dan kelompok penyelenggara
_pemungutan suara luar negeri; o

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 (BN No. 7149
hal, 16B-18B dst) tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN
RI Nomor 4389); ‘
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 (BN No. 7623 hal.
1B-8B) téntang Partai Politik (LN Tahun 2008 Nomor 2,
TLN Nomor 4801); ‘ '
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 (BN No. 7658
. hal. 158-20B dsf) tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (LN Tahun 2008 Nomor
51, TLN Nomor 4836); ’ '
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 (BN No. 7534
. hal. 14B-208 dst) tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (LN Tahun 2007 Nomor 59, TLN Nomor 4721);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
-Kabupaten/Kota; ‘ ‘

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umunm, Sekretariat Korhisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; ‘

Memperhatikan:
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada
tanggal 3 April 2008 !

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR
NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
2009. :

BAB I
KETENTUAN UMUM
"Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan.

a. Pemilihan umum vang selanjutnya disebut Pemilu adalah’

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; :

Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR;

c. Komisi Pemilihan Umum yang sefanjutnya. disebut KPU
adalah lermbaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,
untuk menyelenggarakan Pemilu;

o

Business News 7697/6-8-2008

d. Panitia Pemilihar Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya masing-
masing disebut PPLN dan KPPSLN adalah pelaksana
pemilihan umum di luar negeri dan di Tempat Pemungutan

- Suara di luar negeri yang bertugas membantu KPU;

e. Tempat Pémungutan Suara Luar Negeri selanjutnya

- disebut TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara

pada hari pemungutan suara di luar negeri;

f. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang

berdomisili di wilayah Republik Indonesia dan Warga Negara
Republik Indonesia yang berada di luar negeri; dan

" g. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

BAB II ‘
PEMBENTUKAN- DAN KEDUDUKAN
o Pasal 2
(1) Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR di luar negeri
dibentuk PPLN di Perwakilan Republik Indonesia.
{2}PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh

"(3)PPLN membentuk KPPSLN,

Pasal 3
(1) PPLN herkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indo-
-nesia di luar negeri. ! .
(2)KPPSLN berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di
luar negeri. _ ~

- BABIII
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 4
Tugas dan wewenang PPLN adalah:

. melakukan pendaftaran pemilih;
mengangkat petugas pemutakhiran cata pemilih;

c. menerima pendaftaran langsung atau melalui pos atau

melalui surat elektronik dari pemilih yang berada di kota .

-yang terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia
maupun yang berada di kota yang tidak terdapat Kantor
Perwakilan Republik Indonesia;

d. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
melakukan rekapitutasi hasil penghitungén suara dari seluruh
TPSLN dalam wilayah kerjanya;
menerima perbaikan daftar pemilih;
mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU;
menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPSLN;
membentuk KPPSLN; ‘ o
menerima pemberian suara dari pemilih melalui pos; -
menerima dan mengumpulkan hasil penghitungan suara
seluruh TPSLN di wilayah kerjanya dari KPPSLN;

. menyerahkan berita acara rekapitulasi.dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari seluruhy KPPSLN di wilayah kerjanya -
kepada KPU; dan SRR ‘ :

n. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh KPU, antara

lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2009,

oo

1

Pasal 5



! Pasal 5
. Tugas dan wewenang KPPSLN adalah:

a. melaksanakan pemungutan dan penghltungan suara Pemllu
di TPSLN; :

b. menerima surat suara dan alat perlengkapan yang
diperlukan untuk pemungutan suara dan penghitungan
suara;

€. mengatur penyampaian surat pemberitahuan/panggilan
kepada pemilih tetap untuk memberikan-suara;

d. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang
ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal
atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat
pusat peserta Pemilu yang akan menghadiri penghitungan
suara di TPSLN

e. menerima utusan yang mewakili pengawas Pemilu dan
pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin
menghadiri penghitungan suara di TPSLN ; dan

6B .

f. membuat berita acara pemungutan dan pengh|tungan :

suara serta membuat sertifikat hasil penghltungan suara
untuk disampaikan kepada PPLN

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6
{1)Keanggotaan PPLN sébanyak 3 (tiga) atau 7 (tujuh) or-

dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) atau 6 {enam) orang anggota.

(2)Jumlah anggota PPLN sebagaimana dimaksud ayat (1)
disesuaikan dengan jumlah warga negara Republik Indo-
nesia yang berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan
Republik Indonesia setempat.

(3)Ketua PPLN dipilih dari dan cleh anggota PPLN.

(4) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas
usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan
wilayah kerjanya. -

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLN dapat mempunyai
sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat
dari Pegawal Negerl Sipil bantuan/fasilitasi dari Kepala
Perwakilan Republik Indonesia setempat di luar negeri.
(2)§ekretanat PPLN dapat sebanyak 3 (t|ga) orang, terdiri
ari:
a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;
b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis
penyelenggaraan; dan
c. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha,
keuangan dan logistik Pemilu;

Pasal 8

(1)Anggota KPPSLN sebanyak 3 (tiga) atau 7 (tuluh) orang;

tendiri dari: _
.a. 1 {satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) atau 6 {(enam) orang anggota.

(2)Jumlah ahggota KPPSLN sebagaimana dimaksud. ayat (1)
disesuaikan dengan jumlah warga negara Republik Indo-
nesia yang berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan
‘Republik Indonesia setempat.

(3)Ketua KPPSLN dpilih dari dan oleh anggota KPPSLN,

(4) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 9 '
Untuk melaksanakan tugas KPPSLN di satiap TPSLN,
. dapat menerima bantuan/fasilitasi dari Kantor Perwakilan
Republik Indonesia setempat di luar negeri sebanyak 2 {dua)
orang tenaga sekretariat sebagai petugas keamanan.
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ang berasal dari wakil masyarakat Indonesia, yang terdirt -

Pasal 10
| Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN
adalah sebagai berikut:
warga negara Republik Indonesia;
_berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
berdomisili di wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
terdaftar sebagai pemilih; dan
tidak menjadi pengurus partai politik.

pop o

Pasal 11 ‘

{1}Masa tugas PPLN dimulai selambat~lambatnya 6 (enam)

bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua)
bulan setelah hari pemungutan suara.

(2)Masa tugas KPPSLN dimulai selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan sebelum hari pemungutan suara dan berakhir 1 (satu)
bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal 12 .

{1)Masa tugas sekretariat PPLN sama dengan masa tugas
PPLN.

{2} Masa tugas Kepala Sekretanat PPLN serta staf sekretariat
urusan, teknis penyelenggaraan, tata usaha, keuangan,
dan loglstak dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua)
bulan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
"PPLN:
Pasal 13

{1)Tugas ketua PPLN adalah:
memimpin kegiatan PPLN;

b, mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN;

c. mengawasi kegiatan KPPSLN;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yana dipandang

~ perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah
penduduk kepada KPU;

f. melaporkan hasil kegtatan penghitungan suara
sementana secara berkala kepada KPU; -

g. menandatangani berita acara dan sertn'" kat rekapitulasi

: penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya

-+ 2 {dua) orang anggota PPLN;

h. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan
hasil berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara,
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui
faksimile atau surat elektronik, atau pos elektronik
kepada KPU; dan

i. me[aksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk
kelancaran penvyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
kebijakan yang ditentukan oleh KPU antara lain
memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2009.

(2}Apabila ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat
dilaksanakan -oleh salah seorang anggota atas dasar
kesepakatan antar anggota.

(3)Tugas anggota PPLN adalah:

membantu ketua PPLN dalam melaksanakan tugas;

b., melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN;

¢. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPLN
sebagai bahan pertimbangan.

(4)Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN
bertanggungjawab kepada PPLN melalui ketua PPLN. -

T

Pasal 14
{1)Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan
dalam rapat PPLN,
{2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai keperluan atas undangan ketua PPLN.

{3) Bahan



(3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

(4)Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPLN sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 15
(1)Rapat PPLN diselengarakan atas kesepakatan anggota.
(2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan

bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPLN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -

. Pasal 16 i
‘Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan
saran dalam rapat, ‘ -

Pasal 17 .
(1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara
: musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu
keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPLN
mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 18
(1) Tugas Kepala Sekretariat PPLN adalah:
a. membantu pelaksanaan tugas PPLN;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPLN;
¢. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN; dan
d. 'memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN.
(2) Dalam melaksanakan tugas Kepada Sekretariat PPLN
bertanggiing jawab kepada PPLN melalui ketua PPLN.

. Pasal 19 .
(1) Staf sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan
mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan
pemilihan umum anggota DPR di luar negeri,

(2)Staf sekretariat PPLN urusan tata usaha, keuangan, dan.

logistik mempunyai tugas menyiapkan sedala urusan tata
usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan
pertanggungjawaban keuangan dan logistik Pemilu.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPLN
bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat PPLN.

.Bagian Kedua
KPPSLN .
Pasal 20 :
(1) Tugas ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan
pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus
dilaksanakan kepada anggota KPPSLN dan petugas
keamanan TPSLN; .

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan
pemungutan suara;

c. menandatangani surat pemberitahuan/pangilan untuk

. memberikan suara kepada pemilih tetap; dan

d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN; o

{2)Tugas ketua KPPSLN dalam pemungutan suara di TPSLN

adalah: .

memimpin kegiatan KPPSLN;
memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
mengatur para pemilih memasuki TPSLN;

ooow

waktu setempat;

mengambil sumpah/janji para anggota KPPSLN dan
saksi yang hadir; :

f. membuat berita acara dan menandatangani surat suara

{T

tambahan sebanyak 2 % (dua persen), bersama-sama

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN;
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membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00

9. menandatangani surat suara; dan ‘

h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul
14.00 waktu setempat.

(3) Tugas ketua KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di
TPSLN adalah:

a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib
bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;

b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai
di TPSLN serta dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu,
pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan warga
masyarakat; dan .

c. menandatangani berita acara pemungutan dan
penghitungan suara di TPSLN bersama-sama dengan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPSLN
serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki
surat mandat yang ditandatangani oleh ketua umum
dan sekretaris jenderal atau pimpinan dengan sebutan
lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang
hadir.

{4) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan
pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN,
ketua KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN
kepada PPLN dengan mendapat pengawalan dari petu-
gas keamanan TPSLN.

(5)Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPSLN bertanggung
jawab kepada PPLN melafui ketua PPLN. .

Pasal 21
(1) TFugas anggota KPPSLN adalah:.
a. membantu ketua KPPSLN dalam melaksanakan. tugas;
b. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas
keamanan TPSLN dan saksi yang hadir terhadap segala
sesuatu yang berhubungan dengan persiapan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
TPSLN;
c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku; dan
d. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua
KPPSLN. ’ '
(2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPSLN bertanggung
jawab kepada ketua KPPSLN. .

Pasal 22 ‘
(1)Petugas keamanan TPSLN bertugas membantu KPPSLN
untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan
di TPSLN atas petunjuk ketua KPPSLN.
(2YDalam melaksanakan tugas, petugas keamanan
bertanggung jawab kepada ketua KPPSLN. !

BAB VI
ANGGARAN
Pasal 23
Biaya untuk pelaksanaan tugas PPLN dan KPPSLN
dibebankan pada anggaran KPU dan APBN.

BAB VII
PENUTUP
, Pasal 24
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008
KETUA
. ttd.
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A,

{Dm)
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HARGA PATOKAN UQUEFIED PETROLEUM GASTABUNG 3 KILOGRAM

. - TAHUN ANGGARAN 2008 '
(Keputusan Menterl Energi Sumber Daya Mineral No. 1661 K/ 12/MEM/2008 tanggal 2 Mei 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang:

-Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7'

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang
Penyediaan, Pendistribusian 'dan

Penetapan Harga Liquefied Petrofeum Gas Tabung 3 Kitogram,
perlu menetapkan Keputuéan Menteri Energi dan. Sumber Daya
Mineral tentang Harga Patokan Liguefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:

1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (BN No. 6694
hal 3B-198 dst) tentang Minyak dan Gas Bumi {LN RI
Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152)
sebagaimaha telah berubah dengan putusan Mahkamah
_Konétitusi Nomor 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember
2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005):

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 téntang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(LN RI Tahun 2007 Nomor 133, TLN RI Nomor 4788);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (BN No.
7127 hal, 6B-14B dst) tentang Kegiatan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN
RI Nomor 4436);

4, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28
November 2007 (BN No. 7617 hal. 13B-14B) tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Ligue-
fied Petrofeumn Gas Tabung 3 Kilogram;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal -

20 Oktober 2004 (BN No. 7128 hal. 11B) sebagaimana
telah bebefapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus
2007;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mmeral Nomor

021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang .

Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Ligue-
fied Petroleum Gas Tabung 3 Kg;

Memperhatikan:

Surat Menteri Keuangan Nomor S-149/MK.02/2008

tahggai 2 April 2008 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu
dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2008;
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: MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : ‘

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL '
TENTANG HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2008.

KESATLU:

Harga patokan Liguefied Petrofeum Gas Tabung 3
Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan Con-
tract Price (CP} Aramco rata-rata pada periode bulan yang

bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk

handling) dan margin.

KEDUA:
Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana

~dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar 145,21%

(seratus empat puluh lima koma dua puluh satu persen) CP
Aramco ditambah Rp390,10/Kg (tiga ratus sembilan puluh
koma sepuluh ripiah per kilogram). -

KETIGA:

Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana
dimaksud-dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar
perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabun 3 Kg.

KEEMPAT: )

Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana
dimaksud dalarm Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan
untuk -volume kebutuhan Tahun Anggaran 2008 sebanyak -

"1.144.019,93 (satu juta seratus empat puluh empat ribu

sembilan belas koma sembilan puluh tiga) ton.

KELIMA:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2008
' MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
. ttd. .
PURNOMO YUSGIANTORO

-~

Tembusan:

" 1. Presiden Republik Indonesm

2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4, Menteri Keuangan

!

(Y)
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- PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING _
DAN JEROAN DARI NEGARA NEW ZEALAND KE DALAM WILAYAH

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan No. 07026/0T. 140/F/07/2008 tanggal 7 Juli 2008)

I. LANDASAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian .

Nomor: 64/Permentan/0T.140/12/2006 juncto
Permentan Nomor 27/Permentan/OT. 140/3/2007
juncto Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/8/

2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran

Karkas, Daging, dan Jeroan dan Luar Negeri, pemasukan

karkas, daging, dan jeroan harus memenuhi ketentuan

sehagai berikut:

a. Setiap pemasukan karkas # daglng dan jeroan dan

" luar negeri harus dilabel dengan menggunakan dua
bahasa yaitu: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
(pasal 18 ayat 2 Permentan No. 27/Permentan/
'OT. 140/3/2007);

b. Dalam menerapkan sistem jaminan keha[alan .

terhadap karkas daging, dan jeroan dari luar negeri,
maka unit usaha (Meat Establishment dan Process-
ing House} di negara asal harus memiliki petugas
yang menjadi pegawai tetap di unit usaha.
Dimana petugas|dimaksud dikontrol dan dlsuper\nm
cleh Lembaga Sertlf' kat Halal atau Organisasi Islam
" yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat dan kosmetik (LP-POM)
dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Pusat (pasal 13 ayat 1 huruf d Permentan No.61/
Permentan/OT.140/8/2007); "
c. karkas, daging,|dan jeroan dari lUar negeri yang
tiba di pelabuhan Indonesia berumur tidak lebih dari
6 (bulan} sejak waktu pemotongan ternak hlngga
batas waktu tiba di witayah Negara Republik Ind¢-
nesia. Masa penyimpanan daging beku dalam
peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan,
sedangkan masa penyimpanan jeroan beku: dalam
peredaran tidak| lebih dari 6 (enam) bulan (pasal
17 huruf-e dan pasal 37 ayat 6 huruf b Permentan
No. 64/Permentan/OT 140/12/2006);
. Bahwa keharusan penerapan terhadap kaidah-kaidah
tehnis dalam rangka menjamin status kehalalan,
terhadap pemasikan karkas, daging dan jeroan lyang

(3). UU No. 7 Tahun 1994 (BN No. 5696 hal, 1B-
58) Tentang Pengesahan’ Agreement Fstablish-
ing the World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan ¢)rgan:sa5| Perdagangan Dunia);

(4). PP. No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan;

. (5). PP. No. 22 Tahun 1983 (BN No. 3919 hal. 1B-

. 7B) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

(6). PP. No. 82 Tahun 2000 (BN No. 6397 hal. 1B-

118 dst) Tentang Karantina Hewan;

(7). Surat- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/
KptstT/4/1983 Tentang Penunjukan Pejabat
Penerima Wewenang Mengatur Tindakan
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan; :

{8). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor:
64/Permentan/OT.140/12/2006, (BN No. 7527

~ hal. 1B-108) juncto Permentan Nomor: 27/
Permentan/OT.140/3/2007 (BN No. 7523 hal.
1B-4B) juncto Pérmentan Nomor: 61/
Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pemasukan
dan Pengawasan Peredaran Karkas Daging, dan
Jeroan dari Luar Negen

II. PENETAPAN
L. Berdasarkan pertimbangan dan peratunan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pemasukan karkas,
daging dan jeroan dari Luar Negeri, maka untuk
menertibkan peredaran karkas, daging dan jeroan asal
Luar Negeri di wilayah Negara Republik Indonesia,
pemasukan terhadap karkas, daging dan jeroan darl
seluruh unit usaha (Meat Establishment & Processing
House) asal Selandia Baru (New Zealand) dihentikan
sementara sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.

. Pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari Selandia
Baru (New Zealand) yang sedang dalam perjalanan dan/ -
. atau sedang dimuat ke kapal masih diijinkan

pemasukannya sepanfang pemuatannya dilakukan
sebelum tanggal penetapan Surat Edaran ini.

dimasukkan dari Selandia Baru (New Zealand) ke Indo-
nesia menjadi prioritas utama;

3. Memperhatikan |tersebut pada poin 1 dan 2 di atas,
maka pemerintah Indonesia memandang perlu
memastikan penerapan jaminan keamanan-dan
kehalalan melalui penelitian lebih lanjut (audit) terhadap
rumah pemotongan hewan dan processing house di
Selandia Baru (New Zealand);

4. Memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang
berlaku yaitu: {(1). UU No. 6 Tahun 1967 (BN No.

. 1534 hal. 7A-12A4 dstf) tentang Ketentuan-.
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(2). UL No. 16 Tahun 1992 (BN No. 5292 hal. 48-

138B) tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan.

TIL. PENUTUP
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani
cleh pelaku usaha, instansi atau iembaga pemerintah terkait
pada proses kegiatan pemasukan karkas, daging dan jeroan.
dari negara Selandia Baru (New Zealand). =~ |
Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan Surat Edaran ini, akan dlperba|k| sebagaimana
mestinya.

nJakarta 7 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
ttd.
Dr. Ir, Tieppy D. Soedjana, M.Sc.
' i NIF 080 029 728

(Y)
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PENCABUTAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING
DAN JEROAN DART NEGARA NEW ZEALAND KE DALAM WILAYAH

NEGARA REPUBLIK INDONESIA ‘
(Surat Edaran Direktur =Jenc[erat Peternakan No. 11033/SE/OT.140/F/07/2008, ta'r!gga'l 171 Juli 2008)

LANDASAN _
1. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap jaminan
keamanan dan kehalalan pangan dari luar negeri yang

dilakukan secara intensif oleh Tim Teknis Direktur,

Jenderal Peternakan dan berdasarkan hasit pertemuan
dengan Pemerintah New Zealand yang diwakili oleh
Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta, maka
penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah New
. Zealand terhadap sistim jaminan keamanan dan
- kehalalan di New Zealand dapat memberikan jaminan
awal yang dapat dipertimbangkan, namun perlu
dilakukan penilaian lebih lanjut terhadap kesesuaiannya.
Bahwa Pemerintah New Zealand yang diwakili oleh
Kedutaan 'Besar New Zealand di Jakanta, maka
Pemerintah New Zealand menyepakati untuk dilakukan

II.

penilaian secara holistik terhadap jaminan keamanan l

dan kehalalan pangan di New Zealand,
. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku yaitu: :
(1). UU No. 6 Tahun 1967 (BN No. 1534 hal, 7A-
124 dst) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(2}. UU No. 16 Tahun 1992 (BN No. 5292 hal, 48-

13B) tentang Karantina Hewan Ikan dan.

Tumbuhan.
UU No.’7 Tahun 1994 (BN No. 5696 hal, 18-
5B) Tentang Pengesahan Agreement Establish-
ing the World Trade Organization {Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
PP. No, 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan;

PP. No. 22 Tahun 1983 (BN No. 3919 hal. 18-
7B) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
PP. No. 82 Tahun 2000 (BN No. 6397 hal, 18-
118 dst} Tentang Karantina Hewan;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor|284/
Kpts/OT/4/19BB Tentang Penunjukan Pejgbat
Penerima Wewen_ang Mengatur Tindakan
Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan
_Pengobatan Penyakit Hewan;

(3).

(4).

(5).
(6).

(7).

-
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{8). Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: ‘
~ 64/Permentan/OT.140/12/2006 (BN No. 7527
hal 1B-108)} juncto Permentan Nomor: 27/
Permentan/0T.140/3/2007 juncto Permentan
Nomor: 61/Permentan/OT.140/8/2007 tentang
Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas,
Daging, dan Jeroan dari Luar-Negeri;

(9). Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan Nomor
07026/0T.140/F/07/2008 tentang -
Pemberhentian Sementara Pemasukan Karkas, |

_ Daging, dan Jeroan dari Negara New Zealand Ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

PENETAPAN

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan
untuk mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal
Peternakén Nomor 07026/0T.140/F/07/2008 tentang
Pemberhentian Sementara Pemasukan Karkas, Daging, dan
Jeroan dari-Negara New Zealand Ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia, dan segei'a akan ditindaklanjuti dengan
penilaian (asses;mentj terhadap unitusaha di Negara New

_ Zealand. Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan

II1.

Lembaga Pengkajian Obat, Makanan, dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Co |

PENUTUP.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani
oleh instansi atau 'Ie_mbaga pemerintah dan swasta serta
semua. pihak terkait dalam proses pemasukan karkas,
daging dan jerdan dari negara New Zealand. '

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Surat Edaran ini, akan diperbaiki kembali sebagalmana
mestinya.

Jakarta 11 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
Poootd.
Dr. Tr. Tjeppy D. Scedjana, M.Sc,
NIP. 080,029.728

(Y)
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PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA PEMASUKAN UNGGAS
DAN BAHAN ASAL UNGGAS DART NEGARA AMERIKA SERIKAT KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Surat Keputusan Direktur Jend

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,

Menimbang:
a. bahwa Pemerinta
Department of Agriculture telah berkirinl surat kepada
Direktur Jenderal Peternakan pada tanggal 10 Juli 2008
.yang menyampaikan “Information about the H/N3 Low
Pathogenic Avian Influenza (LPAI) incident in the State
of Arkansas”, dan melaporkan bahwa flok ditemukannya
kasus LPAI H7N3 telah diisolasi dan™didepopulasi pada
tanggal 3 Juni serta dilaksanakan pembersihan dan disinfeksi
yang selesai pada tanggal 21 Juni 2008,
bahwa berdasankan laporan “Information about the H7N3
Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) incident in- the
State of Arkansas” pada butir a disebutkan kasus LPAI
H7N3 di Arkansas ditemukan sebagai bagian dari program
surveilen Avian Influenza yang rutin dilaksanakan pada flok
unggas sebelum dipotong tanpa terjadi kematian dan
dengan pemeriksaan epidemiologi tidak ditemukan
penularan unggas di sekitar flok tersebut, Pada flok
ditemukannya |kasus LPAI H7N3 telah diisolasi dan
didepopulasi pada tanggal 3 Juni serta dilaksanakan
pembersihan dan disinfeksi yang selesai pada tanggal 21
Juni 2008. Selain itu télah dilaksanakan surveilen
menyeluruh secara serologi {dengan ELISA atau AGID)
dan biologi molekuler {(RT-PCR) yang dilakukan di
laboratorium Arkansas dengan hasil semua negatif dan telah
dilaksanakan respon darurat serta kontrol lalu lintas;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dipandang perlu” mencabut penghentian sementara
pemasukan unggas dan bahan asal unggas dari negara
Amerika Serikat ke dalam wilayah negara Republik Indo-
nesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan;
Mengingat:
1. Undang-Undang, Nomor-6 Tahun 1967 (8N No. 1534
hal. 7A-12A4 dst) teéntang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahur 1967 Nomor
10, TLN Nomor 2824);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (BN No. 5292
hal. 4B-138) tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (BN No. 5696
hal. 1B-5B) tentang Pengesahan Agreement Establisfi-
ing World Trade Organization (LN Tahun 1994 Nomor 57,
TLN Nomor 3564); _
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (BN No. 5934
hal. 20B-258 dst) tentang Pangan (LN Tahun 1996
Nomor 99, TLN Nomor 3656); !
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (BN No. 6311
hal. 58-11B dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN
Tahun 1999 Nomar 42, TLN Nomor 3821);

o

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan

Penya)kit Hewan| (LN Tahun 1997 Nomor 20, TLN Nomor

3101Y; ‘
. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (BN No.
3919 hal. 1B-7B} tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 (BN No.
6397 hal. 1B-11B dst} tentang Karantina Hewan (LN
Tahun 2000 Nomor 161, TLN Nomor 4002); :

Business Newls 7697/6-8-2008 .

. Peraturan Pemerintah Namor 15 Tahun 1977 tentang -

h Ametika Serikat melalui United State

eral Peternakan No. 11034/Kpts/HK.340/F/07/2008,
tanggal 11 Juli 2008) '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (BN No.
7576 hal. 1B-6B) tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN
Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);

10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (BN No. 7175
hal. 9B-16B dst) tentang Organisasi dan. Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

11.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (BN No. 7220
hal. 8B-128 dst) tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12.5urat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OP/
4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang
Mengatur .Tindakan Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;

13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/
872002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan
Pengetuaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan
Karantina; :

14.Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 64/Permentan/

| 0T.140/12/2006 (BN No. 7527 hal. 18-10B) juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/
OT.140/3/2007 (BN No. 7523 hal. 1B-48) juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomar 61/Permentan/
0T.140/8/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan

i Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

15.Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No 01004/
KPTS/HK.340/F/07/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang
penghentian sementara pemasukan unggas dan bahan
asal unggas dari negara Amerika Serikat ke dalam wilayah

negara Republik Indonesia. :

Memperhatikan:
OIE Terrestrial Animal Health Code Tahun 2007 Chap-
ter 2.7.12 .

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KESATU: .

) Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal
Peternakan No 01004/KPTS/HK.340/F/07/2008 tanggal 1 Juli
2008 tentang Penghentikan Sementara Pemasukan Unggas,
Bahan Asal Unggas, dan Hasil Bahan Asal Unggas dari Negara
Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,
KEDUA: ' '

Pemasukan komoditas unggas dan hasil bahan asal

‘unggas yang berasal dari Amerika Serikat-dapat dilakukan

sefelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditetapkan
serta ditakukan tindakan karantina sesuai ketentuan peraturan

_perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA: .
Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta 11 Juli 2008
DIREKTUR JENDE&AL PETERMNAKAN
) - ttd. .
Dr. Ir. Tieppy D. Soedjana, M.Sc
NIP 080.029.728

(Y)
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- PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN

DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN. TERTENTU
(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasioqal RI No. 6 Tahun 2008, tanggal 11 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: S

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Kepala Badan Perta-
nahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional, dan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dipandang perlu dilakukan penyederhanaan dan
percepatan pelayanan pertanahan tertentu kepada masyarakat
terutama yang berkaitan dengan jenis dan waktu penyelesaian
pelayanan pemeriksaan (pengecekan) sertipikat, peralihan hak,
hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan
sertipikat, perubahan hak milk untuk rumah tinggal dan ganti nama
pada Kantor Pertanahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu

- ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk
Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1960 (BN No. 523 hal, 134-
' 14A dst)tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN RI
Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (BN No, 6514 hal. 18-
68 )tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 {BN No. 6019 hal, 18-10Btentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (LN RI Tahun 2000 Nomor 130, TLN RI
Nomor 3988); '

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 (BWV No. 5848 hal.
15B-178Mentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomof
48 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 12B-16B} tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Peralihan
Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (LN RI Tahun 1996 Nomor
44, TLN RTNomor 3634);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (BN No. 6037 hal,

- 17B-22B dst)tentang Pendaftaran Tanah (LN RI Tahun 1997
Nomor 59, TLN RI Nomor 3696);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (BN No. 6840 hal,
2B-88)tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (LN RI Tahun 2002
Nomeor 88, TLN RI Nomor 4221); ’

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertana-
han Nasional; ’

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (BN No. 6088 hal, 128-188 dst)
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 (BN No. 6037 hal. 178-22B dst) tentang
Pendaftaran Tanah; .

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun

2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan-

di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; .
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
- Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: . o :
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PENYEDERHANAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGATURAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS

PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU.

Business News 7697/6-8-2008

Pasal 1
(1) Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)
* pelayanan pertanahan sebagaimana tercantum dajam lampiran I
sampai dengan XIV yang merupakan kesatuan yang tidak.
terpisahkan dengan peraturan ini.
(2) Pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : ;
Pemeriksaan (pengecekan) sertipikat;
Peralihan hak - Jual beli;
Peralihan hak - Pewarisan;
Peralian hak - Hibah;
Peralihan hak - Tukar Menukar;
Peralihan hak - Pembagian hak bersama;
Hak tariggungan; o
Hapusnya hak tanggungan - roya;
Pemecahan sertipikat - Perorangan;
Pemisahan sertipikal - Perorangan;
Penggabungan sertipikat - Perorangan;
Perubahian hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti blanko;
. Perubahan hak milik untuk rumah tinggal tanpa ganti blanko;
dan
n.. Ganti nama,

3&-FToSarmoanoo

Pasal 2
{1) SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan.
(2} Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional :

a. mengatur kewenangan penandatanganan dari Kepala Kantor
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya kepada pejabat
yang ditunjuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan peraturan
ini ditetaokan dengan keputusan;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
SPOPP ini.sehagaimana mestinya; dan

¢. melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap 3 (tiga)bulan
sekali. ) -

Pasal 3
Jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini terhitung sejak

berkas diterima lengkap cleh Kantor Pertanahan dan telah lunas

pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar .
Prosedur Operasi Perigaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan
Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur, dan Sertipikat sepanjang
mengatur jenis pelayanan pertanahan yang diatur dalam peraturan
ini dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan
ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5’
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2008
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOYO WINCTO, Ph.D

LAMPIRAN Y ..........




138

T NYATdIWY

-

Bt

“Ydd NEIR uep 2iHdg ¥2Aq0 guaIa) BueA yMUN (xx

uebuel yemeq 1p mwma_ 1eins uexeunBEuaL Jedep ' ynun Busuemag BueA yjqnd 1eqelad epe wnjsg Bugd yessep yniun [

o~ T NVONYEILTA
' FrwusaIa]
’ : Sued sumswt pep ulfl yajowdip Y[ wimede  vesueSuryepudip
yo[oq eAuey nQasw} ey pmgeq meyedupw Fusd wpuey UBYWMUBHD ,
wAuuesmndexnepdnies wWe[Rp 1P jey WEEP DEH neyepuung Wi f '
uejelog wnyel 9d 1448 Adon o104 6
Teuniydd 9 ,
‘H1Hdd ® £00T 1AL 1§ 128Bue1 0061-009 J0WON Ndg Bedo g8 L
oy - vemennjad g g 1661 UnyeL, £ J0WoN NJE vjedoyyretieady eledan LRy UBIMERd D
‘Suenomroq Jued jeqefed ysto xiseBe(p Auek 7007 UNHEL S JOWON uLaniad ueInered ¢
" pAueseny nuje uep ey ewusuad ey guefawed Lxp swnuapt Adodojod L661 UNYEL $Z JOUON] YBjulinwag geimeiad
. "LVdd Hep g 1Ry BRY T 966 [ UNYEL £ JOWON Yeillausd
‘e terpdiuegeue) s Yey eydieg g URIMELE OTOUN[ pEG] TMUEL § JOWON] YIRS usnesag f
: _ (4 wuEsERIP vAuueuoyoutad T YUMo vseny ' . QODZ ¥NYERL 0T
ey (Ru) ¢ jeydieg URUOYOID] ‘B ol Burpun-Huepup) o1vun [56] UOYE] 1T JOWON Suepun-Buepu] ¢
ewef Surjeg o00ree I Jjemg | 0961 Unye], § JOWON, Jrepun -Buepun] ‘1
NLAVM VAVIE . NVIVEVASYEHd . - NMINHAVYSVA -
: : 139 VAL - MVH NVHI'TVEEd \ -
NVNVAVTId NVA NVINLYDONAD ISVHHd0 ¥NAgs0dd YYANV.LS -
L , . : o .11 NVIIIWNVTY
1
- I
| ! — .
‘urmwm tefuepaped ueie1ay yrun Buejr WU 0
nee ‘ueyeocotsed uep Bule|
oyue]q ueisuedBuad uepeiBay Yniun rAueseny Yoo nue yey Jusdwsg 'q )
1L vdd Bnje ueSusp ey neuegaquead;uryieiad ueieday ymun Iydd ¢ €007 ST 1€ (2380 006 1-009 J0WoN NJE eedon] S 9
. pep veuoyouwtad j18IMg & 861 unye ] € JowoN Ndd v[edangyermady ereSan] ISIUSPA 1SAODOST] ¢
‘ueyesenp eAunruoyouuad eyif “gsunyiemg g 1661 unye], € JowoN NJEH epedayyelwdy srefap Loy ueIeidg R
: ‘Supnoausq Susd 1eqeled TOOT UNYR], Ot JOUOR] YRILLEIIR wenngedd €
Hoy {nyes) | wypdrpag yele aistpeSanp Suek elueseny nege uep woyowad 11yp sepnuepl Adoacio] T 166 UNURL pT IOWON YRUiIanag weinead T
eure] Baped 00057 4 . . SRS wdRIog; qeuw) svie ey yexpdieg 096 URYE], § HOWoN guepun-Juepun] T
ALIVM VAVIH NVLVIVASddd WNNH EVSVa

LYNISIINAS {NVIADIONId) NYVSHIUIKWA
NYNYAY13d NV NVANLYONId ISYu3d0 dNa3astud HvaNv.s

© 800z 1AL TT WOONVL

8007 NNHVL 9 YOWON T4-Ndg Yivd NYHMLYIEd I NVEIGWY]

697/6-8-2008

Business News 7



14B

‘Udd neje uep d1Hdg v_mEo Buay 12y BueA ymun ey

-ugBue) yemeq 1p eseny jens ueyeunSbuaw 1edep my) ynun Bueuamiaq BueA yyjand 1eqelad epe wniag Buad nEmm_u N {4

* NVONYY3 L3N

‘Buetamiag

Bued suesin uep il ﬁo?._.sn_v yo epqeds  uesweSuepyepudp
yojoq BAUBY NqosIo} Fey emyeq ur{eiedud Fued epue) URNWIMUEROID
whuuesmndayeqdruss wefep (p [vy WEep “§PH ueyupurweg  urfy
ueefiag tnye} GEd L4 Ados ojoq

jeulitdd 9

‘dlRdd ®

' * Bueuamlng Sues jeqeled yoro nemedanp Sued

wAueseny nete uep Yoy eunmuad wy Susdawod 1np semuapr Adosajoq

, “SUSINE 1erdiagaeue sme yeyq 1eidieg
‘(ptredesEayIp vARIRUOYowIad eXtf Ynualo eseny 'q

: (geueseumad mymg -

"1¥dd Uep Yeql By

of o o

£00Z 1y 1€ 123881 0061-009 FotioN, NJH fleda 35

2661 tMYEL € IowoN N4f eledes/mielfy eteTon 1Laluepy UeInjeIag
" 7007 unyel, 9f JOWON HEIDMa ] TeInelog

L1661 UNYR], 7 JOWON YBIUIBHAG Uelnerad

9651 UNYBE, LT I0WON Yeiulisung

¥+ g

.nE_:ubm ouny FE6! UIRL g IOWON Yejuuomod TRIneInd ¢

000Z unye] oz
ey (umg) ¢ myudipreg URUOYOUTID '8 .BEoZ mcwvnb.wcwvub 010UM[ £66] UNYRE {7 Jowoy Buepun-Suepun g
ewe] Burjeg 000°$7 9 fteamg ] . 0041 unyel ¢ Jowop Buspury-Suepuny |
. LAVM VAVIH NVYLVAVASIdd WINHIVSVQA
5 R o
. HVEIH —MVH NVHI'TVYAd .
NVNVAVTId NVA NVINLVONId ISYIEd0 YNAISOEd AVANV.LS , -
ALHdE ¥eAqopuumimy ml ‘gl Hdeg ueseuned nyeg. ‘9
“werellaq unyer g6d 1dds Adesciog ¢
mﬁ:u?ba Fuek jequfed yato Hsiedapp Susd nyepog psew Suek _
esero] euipauad uep slivm 1[ge ered pep WYy uep 1ip senuapt Adosoiog . £00T MOF [€ 1283ue) 0061-009 J0woN NJF Bleda™ 38 9
ueZuepun-Suepuniad uemielsd ensos suepy medueisisny reing g L5661 unyey, ¢ JowoN Ndg ejedasmuuesdy eiedan mawop veimerd . ¢
‘SUSIWH 1eyrdiesgeue) sue yey jeidineg 7 7007 UNUE, Op JOWON Yeeita temiesd v
'+ {ueynyjBuesmaq L661 UNUeL 7 IowWoN YRulBia weinjend '€
mcm_a SIeM IJye TEYNq qungﬁhun uexnfeFuor Fued wxif) vsenty 'q 0007 UniBL 07
ey (eunp) g 1eqdiueg “GRUOORIRg "B somop Suupup)-Suepur) 0I0UNS [661 UNYLL [Z Jowop] Suepun-Suepun g
eue’] Sufed o005z 4 1jemg '] 0961 tnye], ¢ rourop] Suepup-Suspup] |
ALAVM VAVIH NV LVIVASIAd WHNH VSV

Z<mmﬁ<3.m —3VH NYHI'IVddd

Z<Z¢><Amm NVd NVINLVONH ISVHEd0 dNAISOd AVANV.LS

I NVAIAY T

‘-'*Bu:sinéss News 7697/6-8-2008



158

.ﬂ ... ...... TiA Z§H&£5

* "Udd neje :.mﬁ A1Hda Y2490 Uy n_._g NN (4
‘ueBue) yemeq 1o eseny Jeans ueeunbbuaw Jedep ‘'ny yajun Buetremusg BueA yiand eqefad epe wepag m_._‘m., Ye.3ep Nen (y.

P NVONYEIL .
‘Bueurmiag '
Mek [suvswr usp Wl wopmdip gem epgede uexueSueepuidip
2joq eAuey Inqosiay Ney Bmyeq ueyereduow Juek epum ueyumesip
whuuesnda e dies waep 1 oy wepep “yey Mewpaiuag wiy
. : e[efiaq unye e d 1dds Adoo ojeg g
‘ TRURI Y] 'q S - -
‘gIHdg e £00z 1M L€ (238081 0061 -009 sotoN NI WedaN HS ¢
) Cow uEseunjed png g 4661 tmymy, € Jowon N e[edo/mrBY wiefoN IPNEN Uemiuay g
by s— attyog Buek iequad oo nseoyp fued :  ZOOZ UNe], 9 10O Yennmviag weinwng g
; Y nele uep Jeq ewiouad ey JuwBowiod Wwp senuapt Adosoyog 'y LGGT UNYR] T JKUON semaIatia g ueRURR]
_ . LVdd Wep ewuesiog ye ueiBequiag ey ¢ 9661 UNYRL /7 JOWON qeititowag
_ ‘SUSHH tefidissajeues seie yoy eqig 7 | UEIIER] C1UNL P66 URYTY i JWON YRUIIDUR, teimensg ¢
' “(aOR¥esenyIp ¢.uusuoyoused el o sseny q . 0007 unye] o7
whﬂ.m”ﬁm _,-..hm._%w%wm enogonad v | souion Buepun-Buvpun) ounf (661 WS [7 sowaoN Suvpary-Bowpiry 7
18 : : femg 0951 unye], ¢ sowroN Fuwpury-Boepupy -
NIAVAM.- VAVId NVIVIVASHAd . T WNMANH IVSVA: -
: VI VSHIE IVH NVIO VI ~ MVH NVHI'TVYAd .
- NVNVAVTId NVA NVINLYDNAd ISVEEJO ANAISO¥d YVANV.LS C
L Dt . E e ) Wi
. - 1A NVIIdWVT
) “Udd NRIC URP GLiHAG ¥9AQ0 £UNIS] BURA HNiUn (4
‘uebuey yemeq |p eseny 1eins ueyeunBBuaw jedep ‘ny ymun Bueuamiag Sue wiqnd jeqelad epe wiag ‘Pued yessep yigun {,
. ’ . ' oo 24025_5
: N ‘Burusmiog
Buek tsumsui uwp urff yojosadip yes epigeds wesueSueiyeptdip
Y2loq RAWRY INgosID) YRy srMyeq umyeieAuowr Fued EPUE] URNIWINUBHP
shumesryndoXByIdes wREp 1p (ey wepep Ry uwyepuupg wh g
4 “uefeliag unget (g4 1448 Ados ojo] 9
! : A vdd 'q L
) ‘giHdg e - - £00Z N[ [£ [¢85um 0061-009 10WON NJd -.!—au "2 L
(aw ugswimpd 10y ¢ £661 Unyey € JOWON Ndd stedai/mueidy erlsn o temkiay g
Bueuosrag Bues eqefod yajo Jisyedoqp Fued £00T UMB], o JOWON HULIBURG Wemwod g
vAumseny neje uep Yoy ewavad yry Suxmwad e semuapt Adosojoy “p . LE61 UNE], p7 JOUION UMM URINYEIS] '
"Ly dd 1Rp remuaiy myng wNy g 9661 URY¥], LT I0WON Yeuimsag
SUSIH 1etdiseg ey sme ey yedneg 7 WRIERJ OOUR[ 16 UMIRT, §1 JUION QUULDUR] Temielad °f
. ‘(sumesenyip edraruoyotinad el “husio eseny 'q 000z Unuey 0z
L (mu) ¢ 1dnseg tHrUOyOTUR] ® Jowop; Buepur}-Buwepur) oung L661 UNYLL |Z sowop Suspupy-Sumpun g
wuiv] Begd 000°s2 "4y . | oijemg cp- 0961 utyey, ¢ souop; Suspun-Bovpun |
] ALAVAM - VAVIH : NVLVAVASYHd - - ' - NNNNHYVSYQ

 VONZW MVINL - IVENVHEFIVEED ‘ .
_. NVNVAVTEd NVA NV¥NLYONEd ISVIEJ0 INASOd IVANVLS

A NVUIdAVT

Business News 7697/6-8-2008



168

S | Zémn__)_d”_ L

-- - - ‘. L “LH YoAgo yauey
- seje Ney N2Aq yeAueq uebuap ueNieNIp uep tH eAueAueq uexienID 000°ST “dy JeS303S RARIG UBYEUDAID LH 42AQ0 Yeue) sele yey (mes) T uep wigal weqaqwaw Bueh LH (Mes) T 1ep yiga eh0Y -
-sndey BueA weBunbbue) yey eALyRAURG UBMIENIP 000°ST -dy Jesayas BARIG USNBUINIP LH ¥PAGO Yeue) SEle ey (rjes) T jweqaguwaly BueA 1 (mes) ¥ Lep yqd) eAoY -
- 14 YoAqo \sUE] SRIE Yy eAwieAueq UBNIEMIP 000°SZ -dy xes5aqas yeue) S81e yey {nies) 1 Hep yiga) weqsquuaw Bued |H (nies) [ rADY -
o 1000°5 ‘dy 2253G35 BARIG UBNRUINIP LEue) sere ey (nyes) | peqaquiaw fued W (nies) 1 ehoy -

_lumeE)
P NVONvuL3N
~ . ‘uejpeduag
enpoy] uolo  leyduued  ubdeouad . umyiEsERRq IH  uegswquag
neye seun| yepe; efufuemy emyeq Inupoany lep usmRdusmg Jemg 4 £007 0T LE 1228001 0061009 JowopN NAF eeddy 38 0
‘uefund3ue], 1661 INYEL, ¢ JoWoN NJE eledenterady viefan ueuop uemelng ¢
NeH jewdmag uep SUSWNH ENARLI yue sae ey mediueg ¢ TOHT UNR], OF TOWION YERIULIARAE UeInedd ‘b
‘pAuse teyieysaduow teduap Susuemiag Buek 1equfad yo)o L6561 UNYRT, $7 JOWON Yejutotsg UeInesnd g
. ey (ynfm) £ asnedanp Suek nAusseny| nejw vep ey Fuefowad wip sviuapt 4dosojog ‘7 0661 UNYRL b Jowoy Suepuny-Buepuny T
{ vwie] Fumjeg 0005z 9y ) ~pAurseny nee qey JueBowad Lep venOOUIdg jeing 7| 0061 unye], s JowoN Juepun-Buepury L
! . . . . .
NLAVM YAVid - NVIVIVASYHd - : - NMHANHAVSVA

VAOY -~ NVONNDONVL MVH YANSNVH
NVNYAVTEd NVA NVINLYDNE [SVHEA0 ¥NAaS0dd ¥VANY.LS
| | . ~ 800ZXINS 11 TVODNVL |
 $007 NAHV.L 9 OWON R-Ndfl VIVAEN NVINLVEEd 1A NVHIdNYT

‘14 JeAgo YeuR) sele Ney 2AuNeAueq UBNIEND 0005 dy Jes3Ss BARI] UeNeUNIP 4] ueueAejad ynjun
. Crueield
-upBue] Lemeq ip esamy 18NS ujeunbbuaw 1edep ‘ny smun Bueuasiag Suek yand jeqeled 2pe wnPS BugA yeaep Yrunt.,
. ! NVONYYILSN

“BEUNYY Injejal wSm3Due], Ao ULISQUA
ejiqede  (LHRNHE) ueSunSfue] YUH URUeqaqUIRly gsEny Jwmg g
- Suguamiag Bued wqelad yojo nsiedalp fund edueseny nue uep
(mypary) LE vesssuad (nsigep) LH Reqwd urp swiwapr Adosojod 5
. -uedunFdue], YeH
1eqidivas ueiengqwad ymun Joyuey] B{eds Yoo uouljes 1eBegas uejyeslp . ’ :
£00Z 1Inr 1€ 1eB8uel 0O6 1-009 HutoN NJAg eledslf HS

ymun ueinyFuesieq Fued Lvdd ya10 eiedip yepns Foed [HJY ueuleg ¥ ‘9
: { L Hay) ueSungdun] yoH uelaquiod BV € L6G1 WnYe L § JowoN NJf Bjeded/eueily vieBap LR ueminiag g
- SUSWH 1pdinog qeue) seie Yoy weidieg g T00Z UNYR L Of JOWON YEIULAiUA] UeINEIG f
(streypsenyp viuueuoyonuad el Ynusio esenly q L6611 UNYe], $Z IOWON YeluLstlad veImeddd g
. {mupary) veflunS3ue ] e RUILINIRG Hep TROOYOULIR] B o661 unyel + lowop] Buepury-Suepun g
- Ly -000'ST 4y . - remg ) 0961 umpe], § Jouiton Suepun;Buepun
- ALAVA - VAVId ) : NY LVMVASESd . WMINH dVSvad
" . (LH) NVONNOONV.L IVH .
_ NVNVAVTId NVG NVINLYONAd ISYYEd0 4NAIS0Ud IVANVLS o
3 : b . ‘ ‘ : o ARANS
: 800Z I'INS 11 TYDDNVL o

PP RF TN

8007 NOHV.L 9 SOWON [N-NJf VIVATY NVENLIVYAd A NVAIdAY1

arwr

v T

“Business News 7697/6-8-2008



